' BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

‘PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR \\F TAHUN 2016

TENTANG

| " KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA o

KECAMATAN

 DENGAN RAHMAT T UHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

' ‘Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Peraturan

. v‘ ) . . ‘ v‘b - : s . Ly . . . ., g .
% e ' . : ' N '

Bupati Karanganyar tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas ' dan Fungsi serta Tata Kerja
_ _ , "+ Kecamatan; ’ : . '
-~ Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ' tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; _ :

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

' Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor

5234);- ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 “tentang Aparatur

‘Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
~Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapai kali diubah .terakhir dengan Undang- |

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
~ - Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
. -Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
~ 'Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

-~ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16).
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MEMUTUSKAN , g
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI_ TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA

- KECAMATAN.

"BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

, Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dlmaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah . Daerah adalah Bupati sebagai unsur

'penyelenggara ‘Pemerintahan = Daerah = yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom. :

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar. _

4. Sekretaris  Daerah ' adalah Sekretarls 'Daerah ‘
Kabupaten Karanganyar. '
Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebaga1
perangkat daerah.
Camat adalah . camat _di Wilayahv Kabupaten

Karanganyar.

~ 7. Kelurahan adalah w1layah ker_]a Lurah sebaga1

perangkat kecamatan. .
Lurah adalah kepala. Kelurahan v v ‘
. ‘Desa atau yang - disebut  dengan . nama lain,
" selanjutnya  disebut desa adalah = kesatuan
“masyarakat - hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus = kepentingan . masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
~yang diakui - dan dihormati dalam .= sistem
'Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

'10 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu .
- Perangkat ' Desa'~ sebagai~unsur ~ penyelenggara ~ - -

Pemerintahan Desa;

I BAB 1I R
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

j (1) Kecamatan merupakan koordlnator penyelenggaraan

 pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan ,
masyarakat Desa dan Kelurahan. '

(2) Kecamatan: = dipimpin = oleh - Camat yang
berkedudukan dibawah ~dan bertanggungjawab -
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. :

" Pasal 3
(1) Susunan orgamsas1 Kecamatan terd1r1 dar1
a. Camat; :
b. Sekretariat, terd1r1 dar1
1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan .
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. '
Seksi Tata Pemerintahan;
Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
‘e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, :

~

a0




f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

g. Seksi Pelayanan Umum; dan

h. Kelurahan. ' :
-(2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagalmana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan baglan yang t1dak

terp1sahkan darl Peraturan Bupati .

BAB 11008
TUGAS DAN F UNGSI

Baglan Kesatu
Camat

Pasal 4

Camat ‘mempunyai tugas membantu Bupat1 ‘dalam

‘ jmengkoordmamkan _penyelenggaraan pemerintahan,
. pelayanan pubhk dan pemberdayaan masyarakat desa
-~ dan kelurahan : :

Pasal 5

_ Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

dalam pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum,; :
. - b. pengkoordinasian - kegiatan = pemberdayaan -

- masyarakat, ketenteraman dan ‘ketertiban umum,
penegakan- Peraturan = Daerah, - pemeliharaan

prasarana -dan - sarana pelayanan- ~umum, =

penyelenggaraan . kegiatan = pemerintahan = yang .
dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah ditingkat
kecamatan; : ‘ :

. .c.” pembinaan dan - Pengawasan penyelenggaraan

kegiatan ' desa atau sebutan lain dan/atau
kelurahan;

d pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang men_]adlm_m
kewenangan - kabupaten yang tidak dilaksanakan

- oleh unit kerja Pemenntahan Daerah yang. ada d1
kecamatan; dan

e. pelaksanaan . tugas lam sesua1 dengan tugas dan;

S fungsmya '

_ Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 6

‘(1) Sekretariat - sebagaimana dimaksud pada Pasal 3

ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Camat.

-(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada d1 '

bawah dan bertanggung Jawab kepada Camat

Pasal 7

Sekretaris mempunya1 tugas perencanaan perumusan
- dan pelaksanaan ' kebijakan, = pelaporan, pembinaan

ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama,  kearsipan, dokumen, - kehumasan,

- kepegawaian, pelayanan administrasi.



: Pasal 8 .
Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud

~ dalam Pasal 7, Sekretaris melaksanakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja;

o b. pengkoordinasian kegiatan; :
' c. pembinaan dan pemberian- dukungan admlnlstra31 .
- yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

. keuangan, kerumahtanggaan kerja . sama,
hubungan masyarakat, ar81p dan dokumentasi;

d. pengkoordinasian dan ' penyusunan peratu'ran.
_-perundang-undangan serta. pelaksanaan advokas1' _
“hukum; - "

| e, pengkoordlnasmn pelaksanaan sistem pengendahan,

intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan 1nforma81 :
dan dokumentasi; -

f. penyelenggaraan : pengelolaan o barang_: y

milik /kekayaan- daerah dan pelayanan pengadaan
barang/jasa; .-
. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

. _h. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Pasal 9

o (1): Sekretariat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6

_ayat (1), terdiri dari :

' a. Sub'Bagian Perencanaan’ dan Keuangan dan

~b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

| - ‘.__(2).Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),.,

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang -

berada di bawah | dan bertanggung _]awab kepada o

Sekretarls

Pasal 10

.Kepala “Sub Baglan Perencanaan dan Keuangan :

" sebagaimana-dimaksud dalam Pasal -9 ayat-(1)- ‘hurufra - -

 melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan

: pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan:

keuangan dan aset.

Pasal 11

Kepala ~Sub Bagian Umum  dan Kepegawaian-
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b -
- 'melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan-
. ‘pelaksanaan kebijakan, pemantauan, -evaluasi dan .

pelaporan . = pembinaan ketatausahaan, - hukum,

- kerumahtanggaan, kerjasama, - kearsipan, dokumen, .

ketatalaksanaan,kehumasan dan kepegawaian. -

Baglan Ketlga v
Kepala Sek31 Tata Pemermtahan _

Pasal 12

‘_(1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dlmaksudv ‘

~Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ adalah unsur pembantu
" Camat.

.(2) Seksi Tata Pemerlntahan d1p1mp1n oleh Kepala

Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung _]awab'- |
kepada Camat ~ i



Pasal 13

Kepala Seks1 Tata Pemerintahan sebaga1mana dlmaksudf’
“dalam Pasal 12 ayat (2) mempunyai tugas membantu
- ‘Camat dalam penylapan bahan perumusan kebijakan, .

- perencanaan, 'pelaksanaan, pemantauan,. evaluas1 dan .

pelaporan urusan pemermtahan

Baglan Keempat
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertlban

~ Pasal 14

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana

- dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan
- unsur pembantu Camat. -

 (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban d1p1mp1n olehx”

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung'
jawab kepada Camat - . , ‘
: Pasal 15

o Kepala Seks1 Ketenteraman dan Ketertiban sebaga1mana .
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai tugas
‘membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan

~ kebijakan, perencanaan, pelaksanaan pemantauan, -
evaluasi dan pelaporan urusan ketenteraman dan _

ketertlban

Baglan Kehma :
Kepala Sek51 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 16

o (1) Seks1 _ Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf €. A
merupakan unsur pembantu Camat.

o (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan D'esa d1p1mp1n

oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung
_]awab kepada Camat. - ‘

Pasal 17

"7 Kepala '."Sekél PemberdaYaan MaSYarakat “dan’ Desa

sebagaimana dimaksud * dalam Pasal 16, ayat 2)
mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan
bahan = perumusan - kebijakan, - perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan . pelaporan
urusan pemberdayaan masyarakat '

: Bag1an Keenam
_ Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

_ (1) Seksi Kesejahtéraan Sosial sebagalmana ‘dimaksud

pada Pasal 3 ayat. (1) ‘huruf f merupakan unsur
pembantu Camat. ~

'(2) Seksi - Kese_]ahteraaﬁ Sosial. d1p1mp1n oleh Kepala'

~Seksi, berada di bawah dan bertanggung Jawab "
kepada Camat N _

» S : Pasal 19 S SR )
Kepala Seksi Kesejahteraan = Sosial  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mempunyai tugas
membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan

- kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
-evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan Sosial.



- '(1) Kelurahan terd1r1 dar1 T

i Baglan KetuJuh '
‘ Kepala Sek31 Pelayanan Umum

Pasal 20

(1) Sek31 Pelayanan Umum. sebagalmana dlmaksudf"‘_

‘pada Pasal 3 ayat (1)) huruf g merupakan unsur
‘pembangu Camat.

' '(2) Seksi Pelayanan Umum d1p1mp1n oleh Kepala Seks1.

berada d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada |
Camat - I -

| , Pasal 21

| Kepala Sek51 Pelayanan Umum sebagéumana d1maksud

dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas membantu

; - Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan,
- perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalua31 dan.
oy ‘pelaporan urusan pelayanan umum ‘

Baglan Kedelapan
: Kelurahan

' Pasal 22

1(1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang _
dibentuk untuk membantu atau ; melaksanakan‘. '

sebagian tugas Camat.

E (2) Kelurahan d1p1mp1n oleh Lurah

Pasal 23"

§ Lurah sebagalﬁiana dimaksud dalam Pasal 22
... mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan' %
keglatan d1 Kelurahan : ‘

Pasal 24

“a. Sekretariat; »
‘b.. Seksi Pemerlntahan ‘

¢, Seksi Pembangunan dan Kese_]ahteraan Sos1a1
~d. Seks1 Ketenteraman dan Ketertiban '

(2) Sekretariat sebagalmana dlmaksud pada éyat (1), N

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dlbawah
dan bertanggung Jawab kepada Lurah
(3) Seksi sebagalmana dimaksud pada ayat (1), d1p1mp1n

- oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan : s

bertanggung Jawab kepada Lurah.

(4) Bagan Organisasi Kelurahan sebagalmana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tldak
terp1sahkan dar1 Peraturan Bupat1 tersendm

Pasal 25

' vSékretans sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 ‘ .
“ayat (2) mempunyal tugas membantu Lurah dalam_' o
e peny1apan admlnlstras1 kesekretanatan ’ : '

Pasal 26

~ Kepala Seks1 Pemerlntahan sebagalmana dlmaksud -

dalam Pasal 24 ayat (3) mempunyai tugas membantu
Lurah dalam penylapan adm1nlstra31 kepemermtahan

E

1.
[
i



' Pasal 27 : i
‘Kepala Sek81 Pembangunan dan Kesejahteraan Sos1al'-‘

S sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)
'~ mempunyai tugas membantu Lurah dalam peny1apan '
tv‘admlmstram pembangunan dan kesejahteraan sos1a1

_ _ 7 Pasal 28 i L
Kepala Seks1  Ketenteraman dan Ketertiban ’

- sebagalmana dimaksud - dalam Pasal 24 ayat (2) '
‘mempunyai tugas membantu Lurah dalam - penylapan

admlnlstra81 ketenteraman dan ketertlban

| BAB IV
' TATA KERJA

Pasal 29

Kecamatan menyarhpalkan laporan hasﬂ pelaksanaan ;

urusan pemerlntahan kepada Bupat1 melalul Sekretarlst‘

i Daerah s

Pasal 30 o

x (1) Camat membuat usulan analisis Jabatan peta Jabatan

analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati. | o
(2) Analisis Jabatan peta jabatan, analisis beban kerja, dan .
‘uraian tugas d1tetapkan oleh Bupatl

i Pasa131 -

: (1) Camat dalam mélaksanakan tugasnya menerapkan= :

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik
~dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam'
. hubungan antar instansi di Daerah.

" (2) Camat, Sekretaris, Kepala Sub Baglan Lurah dan L
~ “Kepala’ Seksi dalam-melaksanakan- tugas menerapkan e

- prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(3) Camat, Sekretarls, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksl-{ '
-~ dan Lurah melaksanakan tugas menerapkan pr1n81p
_ perencanaan, pengorgamsasmn pemantauan evaluas1 L

dan pelaporan

- (4) Camat, Sekretaris, Kepala ‘Sub Baglan Lurah danz,” R
- Kepala Seksi melaksanakan s1stem pengendallan intern

‘ pemerintah. |
: Pasal 32

; (1) Camat bertanggung : jawab ‘mcmimpin,“

~mengoordinasikan = dan = memberikan pengafahan' |
terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

; (2) Camat melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan e

- mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai
- dengan ketentuan peraturan perundangfundangan SRS

' Pasal 33

‘Camat Wa_]lb menyampalkan laporan berkala tepat ‘pada |

Waktunya



" BAB V e
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
" Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan
pada Kecamatan pada Kabupaten Karanganyar (Berita -
Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2009) dan
~Peraturan Bupati Karanganya1 Nomor 13 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas -

Jabatan pada Kelurahan Kabupaten Karanganyar (Berita -
Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2009), dlcabut dan

dinyatakan t1dak berlaku

S : Pasal 35 _ o
Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan. S ~ T e

Agar. setiap orang ‘mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan - Bupati ini  dengan

~ : . penempatannya dalam Berita. Daerah Kabupaten .
o " Karanganyar L e : ' b

----- angkan di Karanganyar
AN ggal 28 Ubuember 2016
A PDAERAH,

NS S
BEKH"A DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR u7



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

e LAMPIRAN’I e A

. PERATURAN BUPATI KARANGANVAR
- 'NOMOR 11’7 TAHUN 2016 o0

© .TENTANG = i
. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
a,TATA KERJA KECAMATAN i

- KECAMATAN

Camat C

| ' Sekretariat '

]'

l .
Sub Bagian Perencanaan
- dan Keuangan .-

"Sub Bagian Umum dan
- kepegawaian - =~

TUGAS", 'FUNGSI DAN

- Seksi

g Tata Pemerintahan . -

. Seksi

' Ketenteraman dan
- Ketertiban~

- Seksi -

7 Pemberdayaan ‘
- ‘Masyarakat dan Desa -

: Kesejahteraan Sosial

Seksi

- Seksi

" Pelayanan Umuryn“"k' 4k " f

-Desa

‘ ‘Kelurahan




"~ LAMPIRAN (I o
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR o

- 'NOMOR -
' _TENTANG : : '
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

TAHUN 2016 '

- TATA KERJA KECAMATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI ,

. KELURAHAN

Lurah

Sekretaris -

- Seksi - -
~ Pemerintahan

Seksi

Ketertiban

Ketenteraman dan

- Seksi

|  Pembangunandan -
- Kesejahteraan Sosial

’I“UGASA, 'FUNGSI DAN




